
WONOSARI (KR) -

Komunitas Kepemudaan

Plester Yogyakarta telah

menyalurkan hewan kur-

ban berupa 5 ekor kamb-

ing. Kegiatan ini meru-

pakan hasil sumbangan

dan partisipasi  seluruh

anggota Plester Yogya-

karta di seluruh DIY.  

“Momentum ini wujud

saling peduli serta mere-

fleksikan tindakan indi-

vidual maupun kolektif.

Harapannya pandemi

Covid-19 bisa selesai dan

kembali dalam kehidupan

yang normal,” kata Ketua

Umum Plester Ganda Hi-

waman,  Minggu (2/7) lalu. 

Hewan kurban didis-

tribusikan ke jemaah di

Masjid Al-Ikhlas Serut,

Gedangsari, Masjid Al

Amin Ngasem,Tepus  dan

Masjid Al Fath Singkil,

Tepus. Serta Masjid Fat-

thul Mustaqqim Klumpit,

Tepus, Masjid Mujahhidin

Gesing,Tepus Purwodadi

Dusun Tepus Gunung-

kidul.  Kegiatan ini meru-

pakan kontribusi dari

Plester Girl, Plester

Youngter, Plester Kota,

Plester Mendem Shola-

wat, Plester Bantul Kota,

Plester 99, Plester Zona

Timur, Plester Kota Gede,

Plester Zona Utara Sle-

man, Plester 351 Zona

Selatan, Plester Indrayan-

ti, Plester Wonosari, Ples-

ter Kulonprogo dan Ples-

ter South Side. 

“Plester Yogyakarta se-

jauh ini juga aktif dalam

kegiatan sosial  penangan-

an dampak Covid 19 antara

lain pembagian masker, pe-

nyemprotan, pembagian ke-

butuhan pokok di Panti

Asuhan Binasiwi Jetis, Se-

dang Sari Bantul, Pajangan

dan Yayasan Tuna Netra

Tamanan Bantul.     (Ded)-f

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  4GUNUNGKIDUL-KULONPROGO
Polres Buka Pelayanan Malam Minggu

WATES (KR) - Polres

Kulonprogo Polda DIY me-

lakukan inovasi dalam

pelayanan kepada masya-

rakat dengan membuka

pelayanan malam Minggu

di Jalan Perwakilan Wates

atau depan kantor Pem-

kab Kulonprogo.

Waka Polres Kulon-

progo, Kompol Sudarma-

wan kepada KR, Selasa

(4/8) mengatakan, giat

pelayanan malam Minggu

meliputi pelayanan Surat

Izin Mengemudi (SIM) ke-

liling, pembuatan Surat

Keterangan Catatan Ke-

polisian (SKCK) dan la-

poran aduan melalui Sen-

tra Pelayanan Kepolisian

Terpadu (SPKT).

“Kegiatan ini merupa-

kan terobosan Polres Ku-

lonprogo Polda DIY dalam

pelayanan publik seperti

perpanjangan SIM, pem-

buatan SKCK maupun la-

poran aduan dari masya-

rakat. Giat ini akan kita

laksanakan rutin setiap

malam Minggu di Jalan

Perwakilan Wates,” kata

Kompol Sudarmawan.

Selain melayani masya-

rakat di loket Polres, Mall

Pelayanan Publik (MPP)

Kulonprogo dan pelayan-

an malam Minggu, Polres

Kulonprogo Polda DIY se-

jak 2018 melayani pener-

bitan SKCK dengan sis-

tem jemput bola (Jebol)

bagi lansia, ibu hamil dan

difabel.

“Sesuai dengan maklu-

mat pelayanan kami me-

nyelenggarakan pelayan-

an sesuai standar yang

ditetapkan. Indeks Ke-

puasan Masyarakat (IKM)

untuk pelayanan SKCK

pada 2019 sebesar 97,8

persen, sedangkan IKM

pelayanan SIM sebesar

97,3 persen. Dari Januari-

Juli 2020 kita terbitkan

SKCK sebanyak 9.130, se-

dangkan SIM sebanyak

18.922,” jelasnya. 

(M-4)

Kalurahan Kehabisan Dana Operasional Karantina
WATES (KR) - Pemerintahan kalura-

han di Kulonprogo mulai kehabisan dana

operasional selter karantina pencegahan

penularan Covid-19. Warga pendatang

dan perantau pulang kampung diarah-

kan melakukan karantina mandiri.

Informasi yang berhasil dihimpun dari

sejumlah Satgas Covid-19 Kalurahan di

Kapanewon Kokap dan Pengasih, Selasa

(4/8) menyebutkan masing-masing kalu-

rahan menyiapkan selter tetapi mulai ke-

sulitan pembiayaan operasional.

Sebagian selter masih terisi warga pen-

datang atau perantau dari luar daerah

menjalani karantina selama 14 hari.

Sebagian kalurahan kehabisan anggaran

Dana Desa (DD) yang dialokasikan un-

tuk penanganan Covid-19.

“Selter masih disediakan dan terisi

warga yang menjalani karantina man-

diri. Tidak ada lagi biaya operasional dan

suplai logistik makanan dari kalurahan,”

tutur Kelik Sutanto, Tim Satgas Covid-19

Kalurahan Pengasih.

Kepala Seksi Keuangan dan Penda-

patan Desa, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Pengendalian Pen-

duduk dan Keluarga Berencana

(PMDP2KB) Kulonprogo Joko Sunanto

mengakui pemerintahan kalurahan

mulai kehabisan ‘amunisi’ untuk

penanganan Covid-19.

Menurutnya, sejak Juni 2020 sebanyak

87 kalurahaan sudah menerima pen-

cairan DD tahap kedua yang keselu-

ruhan mencapai sekitar Rp 90 miliar.

Sebagian dana untuk melaksanakan pro-

gram padat karya dan penanganan

stunting telah tersedot di awal penangan-

an Covid-19. 

Terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-

dungan Anak (P3A) Kulonprogo, Y

Irianto mengatakan hendak menyam-

paikan permasalahan yang dihadapi

kalurahan pada rapat koordinasi Gugus

Tugas Covid-19 kabupaten.

“Saya belum bisa menanggapi terkait

selter karantina kalurahan. Dinsos DIY

sendiri sejak Juni 2020 lalu sudah meng-

hentikan penyaluran logistik makanan

ke selter,” ujar Iriyanto. (Ras)-f

BPK-DIY NILAI KULONPROGO 

Masih Kurang Gunakan Aplikasi ‘E-Goverment’
WATES (KR) - Kepala Perwakilan

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

DIY, VM Ambar Wahyuni menegaskan,

kendati seluruh Indonesia memiliki per-

wakilan pemerintahan e-goverment, Ku-

lonprogo menjadi satu-satunya pemerin-

tahan di DIY yang melakukan pemerik-

saan kinerja e-goverment yang berlang-

sung selama 15 hari, 3 ñ 17 Agustus de-

ngan pemeriksaan pendahuluan yang

menyesuaikan tim nasional.

“Jadwal menyesuaikan dari pusat, ren-

cananya dilaksanakan September. Sete-

lah selesai pendahuluan, harus digabung

dengan pusat untuk menentukan pro-

gram pemerintah beserta izinnya,” kata

Ambar usai pertemuan dengan Bupati

Kulonprogo Drs Sutedjo di Ruang Rapat

Menoreh, kantor bupati setempat, Senin

(3/8).

Pertemuan membahas seputar pe-

meriksaan kinerja pendahuluan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) 2019 dan 2020 Semester 1. Am-

bar mengungkapkan, secara umum Pem-

kab Kulonprogo kurang penggunaan ap-

likasi dibanding pemda-pemda lain di

DIY. Dengan adanya pemeriksaan, di-

harapkan dapat meningkatkan penggu-

naan aplikasi sehingga pelayanannya

bisa tepat dan memudahkan dalam pe-

ngelolaan keuangan, sehingga bisa tepat

waktu dan akurat. 

Sekda Astungkoro mengatakan, proses

yang paling sulit adalah integrasi peren-

canaan dan keuangan. Sampai hari ini

perubahan data dengan Badan Perenca-

naan Pembangunan Daerah (Bappeda)

masih dilakukan secara manual. Sedang-

kan sistem yang ada di badan tersebut

dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) masih sendiri-sendiri. Yang satu

sumber dari Badan Pengawasan Ke-

uangan dan Pembangunan (BPKP) dan

yang satu, produk lokal sehingga belum

terintegrasi dengan baik.

Sedangkan Kabid Aplikasi Informatika

Diskominfo, Sutarman SSTP menjelas-

kan, pengembangan Aplikasi e-Gover-

ment di kabupaten ini untuk meningkat-

kan efisiensi dan keterpaduan penyeleng-

garaan SPBE oleh Pemkab Kulonprogo.

Perkembangan SPBE sendiri masih

dalam proses pengintegrasian.

“Dokumen yang ditunjukkan di SPBE

secara tertulis sudah tapi belum diakui

sebagai dokumen SPBE. Memang itu PR

kita, tidak banyak aplikasi tapi terinte-

grasi. Semuanya terintegrasi tunggal ti-

dak sendiri-sendiri dengan platform

berbeda. Sehingga, ke depan harapannya

aplikasi tidak selalu banyak tapi bisa

mengakses,” ungkapnya. (Rul)-f

Dikaji, Permohonan Kompensasi Pajak Bumi BIY 
PENGASIH (KR) - Per-

mohonan kompensasi

pembayaran pajak bumi

Bandara Internasional

Yogyakarta (BIY) oleh PT

Angkasa Pura I sebesar

Rp 8,2 miliar dikaji

Pemkab Kulonprogo. 

“Kami saat ini masih

mengkaji landasan perat-

uran daerah dan dimung-

kinkan aturan lainnya.

Perda PBB berlaku bagi

wajib pajak yang ada di

Kulonprogo, termasuk PT

Angkasa Pura I,” kata

Kepala Badan Keuangan

dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Kulonprogo

Eko Wisnu Wardana SE

dalam rapat dengan Ba-

dan Anggaran (Banggar)

DPRD, Senin (3/8).

Pembayaran pajak bumi

sudah berlaku sejak diba-

ngun.  Alasan AP I memin-

ta kompensasi, karena

adanya pandemi Covid-19

menyebabkan pendapatan

menurun. “Tentu ini tidak

bisa langsung diberikan

dispensasi, kami harus

berkonsultasi dengan pi-

hak yang berkepentingan

seperti DPRD, agar kami

tidak disalahkan ketika ti-

dak mencapai target pen-

dapatan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB),” ujar

Eko Wisnu.

PT AP I sampai saat ini

belum membayar pajak

bangunan dengan alasan

bangunan belum diserah-

kan oleh pihak ketiga

yang membangun. PT AP I

menggunakan adendum

dalam penolakan pemba-

yaran pajak bangunan. 

“Kami masih pelajari,

agar dapat mempertang-

gungjawabkan kepada Ba-

dan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan DPRD sebagai

pengawas pelaksanaan

anggaran,” tandas Eko

Wisnu.

Sementara itu, Wakil

Ketua I DPRD Kulonprogo

H Ponimin Budi Hartono

SE MM meminta BKAD

harus serius mengkaji per-

mohonan dispensasi yang

diajukan AP I. “Saya tidak

berharap kasus Kulon-

progo kehilangan Bea Per-

olehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

saat pembebasan lahan

untuk pembangunan BIY

terulang lagi,” ujarnya.

(Wid)-f

PPDP TAK PROFESIONAL

Bawaslu Minta Coklit Ulang

TERAKHIR ‘VERMIN’ PERORANGAN

Mulai 8 Agustus KPU Verifikasi Faktual
WONOSARI (KR) - Ra-

tusan petugas sudah bebe-

rapa hari ini melakukan

verifikasi administrasi

(vermin)  surat dukungan

(surduk) yang diserahkan

calon perorangan Anton

Supriyadi ST- Suparno SH

dan Kelick Agung Nugro-

ho- Yayuk Kristyawati. 

Vermin sudah dilakukan

sejak tanggal 29 Juli lalu

dan akan berakhir Selasa

(4/8)  ini. Pada awal ver-

min KPU mengerahkan

160 orang, terdiri dari Pa-

nitia Pemilihan Kecama-

tan (PPK) 90 orang dan se-

kitar 70 anggota panitia

pemungutan suara (PPS).

Mulai hari Senin jumlah

verifikator  tinggal petu-

gas KPU dan 36 petugas

kecamatan. “Verifikasi

faktual (verfak) meng-

hadirkan pendukung mu-

lai Sabtu (8/8) sampai de-

ngan Minggu (16/8) yang

akan datang,” kata koordi-

nator petugas vermin

KPU Gunungkidul Gu-

nantoro SIP, Selasa (4/8).

Untuk pemenuhan

syarat dukungan setelah

verifikasi faktual (verfak)

tahap I, bapaslon Anton-

Suparno menyerahkan

surat dukungan sebanyak

38.627 surduk dan paslon

Kelick- Yayuk menyerah-

kan 50.472 surduk.

Vermin sudah hampir se-

lesai kemudian akan

diplenokan oleh KPU.

Setelah itu akan dilanjut-

kan verifikasi faktual de-

ngan menghadirkan para

pendukung di masing-ma-

sing kantor Kalurahan.

“Setelah itu akan dikum-

pulkan untuk disimpul-

kan memenuhi persyarat-

an untuk pilkada atau ti-

dak,” tambahnya.

Jika pasangan perora-

ngan sudah memasuki

verifikasi administrasi

dan vaktual tahap II, se-

mentara bapaslon dari

partai politik belum dapat

diketahui akan muncul be-

rapa pasangan calon. Ba-

ru, bapaslon Bambang

Wisnu Handayo-Benya-

min Sudarmadi (Babe)

yang diusung Partai De-

mokrasi Indonesia (PDI)

Perjuangan dan Sutrisno

Wibowo-Ardi yang di-

usung PAN, PKS dan De-

mokrat yang sudah men-

gantongi SK DPP masing-

masing partai pengusung.

Sementara Mayor Sunar-

yanto yang informasinya

akan diusung Partai Golkar

dan PKB belum ada infor-

masi SK DPP turun.  

Sementara Partai

NasDem walaupun belum

mengeluarkan SK DPP,

informasinya hampir da-

pat dipastikan mengusung

Immawan Wahyudi-Su-

harno. “Jika analisa ini ja-

di kenyataan akan ada 4

pasang calon dari partai

politik,” ujarnya.    (Ewi)-f

UNTUK PENANGANAN COVID-19

Pemkab Cairkan Belanja Tak Terduga Rp 44 Miliar
WONOSARI  (KR) - Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul  telah me-

lakukan refocusing anggaran dan

sampai saat ini  telah mencairkan

anggaran Belanja Tidak Terduga

(BTT)  sebesar Rp 44 miliar  dari

APBD  untuk penanganan pandemi

Covid-19 yang kini  semakin meluas.

Dari anggaran  dana BTT  tersebut,

saat ini, sudah ada OPD yang meng-

usulkan penambahan anggaran.

Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD) Gunungkidul,

Saptoyo mengatakan, perencanaan

awal ada sebesar Rp  47 miliar  yang

dananya  melekat di lima Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). 

”Anggaran tersebut digunakan

oleh Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas

Sosial, BPBD Gunungkidul, dan

RSUD Saptosari,” katanya, Selasa

(4/8).

Untuk Dinas Kesehatan  jumlah

pagu dari Rp 12 miliar  lebih

berubah menjadi Rp 16,1 miliar.

Kemudian untuk BPBD Gunung-

kidul Rp 2,8 miliar dan telah digu-

nakan secara keseluruhan.Dari

anggaran sebesar Rp  52,6 miliar  itu

telah  dicairkan sebesar  Rp 44 mili-

ar  atau mencapai  83,6 persen. Ken-

dati demikian, pemerintah masih

memiliki cadangan anggaran.

Mengingat sejak awal dilakukan

penanganan dan penanggulangan

Covid -19 total anggaran yang di-

lakukan refocusing mencapai Rp

210 miliar. “Dengan demikian, jika

sewaktu-waktu  ada anggaran yang

sangat mendesak masih dapat me-

manfaatkan BTT,” imuhnya.

Sementara untuk BPBD sendiri

ini juga mulai mengajukan anggar-

an tambahan untuk penanganan

dan penanggulangan Covid -19.

Pasalnya di BPBD  ada beberapa

sektor yang diampu, sebagai con-

tohnya penyiapan fasilitas untuk uji

coba di wisata. Anggaran yang digu-

nakan merupakan anggaran yang

melekat  pada  BPBD.

Sementara itu, anggota Komisi B,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD)  Eko Rustanto SE  mengata-

kan  pihaknya terus melakukan

pengawasan dan pemantauan ber-

kaitan dengan penggunaan ang-

garan penanganan Covid -19 di Gu-

nungkidul. Bedasarkan pengamat-

an dan pengawasan yang dilakukan

BTT  sudah hampir mencapai Rp 50

miliar  yang telah digunakan oleh

pemerintah umtuk penanganan

Covid-19. Mulai dari penanganan di

bidang kesehatan, pengadaan mas-

ker, APD, hingga jaring pengaman

sosial yang telah dilakukan peme-

rintah.  “ Pemerintah telah melaku-

kan tugasnya dengan baik, hanya

saja memang ada beberapa yang

masih  dikritisi DPRD,” terangnya.

(Bmp)-f

Plester Yogya Distribusikan Hewan Kurban

Sejumlah hal yang dite-

mukan diantaranya tidak

sesuai nama petugas de-

ngan yang tercantum di

SK PPDP. Selain itu juga

PPDP tidak melakukan

pencocokan dan penelitian

(coklit) dari rumah ke

rumah. “Kinerja  PPDP ti-

dak profesional, banyak

hal yang ditemukan di la-

pangan,” kata anggota

Bawaslu Gunungkidul

Rosita, Selasa (4/8).

Diungkapkan, temuan

lain yakni ada salah satu

TPS di panggang melaku-

kan coklit menggunakan

metode pengumpulan pe-

milih di salah satu rumah

warga. PPDP juga tidak

melakukan coklit namun

hanya menempel stiker di

rumah warga. Kejadian

lain PPDP tidak membu-

buhkan tanda tangan

penghuni rumah yang se-

harusnya di tanda tan-

gani. Baik itu AA2 KWK

(stiker) dan AA1 KWK

tanda bukti pendaftaran

pemilih. 

“Dalam aturan KPU

salah satu tupoksi PPDP

adalah mengecek kesesua-

ian antara e-KTP dan kar-

tu keluarga dengan daftar

A KWK. Saat PPDP tidak

melakukan hal tersebut

maka tujuan untuk men-

cocokkan dan meneliti

dari coklit tidak tercapai,”

ujarnya. 

Rosita menambahkan,

Bawaslu Gunungkidul su-

dah memberikan perintah

kepada pengawas kecama-

tan untuk memberikan

imbauan tertulis dan dil-

ampirkan bukti di lapang-

an. Untuk disampaikan

dari Panwaslu kepada

PPK. Harapannya imbau-

an tersebut agar ditindak-

lanjuti oleh PPK sehingga

melakukan monitoring

dan supervisi kepada ja-

jaran dibawahnya melipu-

ti PPS dan PPDP. 

“ Beberapa kecamatan

sudah menindaklanjuti

imbauan Panwaslu de-

ngan mencoklit ulang,” je-

lasnya. (Ded)-f

WONOSARI (KR) - Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul menilai ki-
nerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) tidak profesional. Hal tersebut di-
ambil dari laporan pengawasan se-Gu-
nungkidul. 

RABU PON,  5  AGUSTUS  2020

(15  BESAR 1953)

KR-Istimewa

Pelayanan malam Minggu di Jalan Perwakilan Wates.

KR-Endar Widodo

Verifikasi administrasi di Kantor KPU Gunungkidul

KR-Dedy EW

Penyerahan hewan kurban di Gunungkidul. 


